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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan
yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak
pidana sudah sesuai dengan. Undang-undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman dalam
menangani kasus anak. Selain itu dalam menangani kasus anak,
kepekaan penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan.
Perkara anak menggunakan jalan diversi. Meskipun tidak
memenuhi syarat diversi, perkara anak tetap dapat dilakukan
diversi jika korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana
kekerasan sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Jika kedua
belah pihak memutuskan untuk berdamai, maka perkara tersebut
tidak dilanjutkan di ranah hukum.

2. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk
berdamai, maka penuntut umum akan meneliti perkara tersebut.
Kemudian jika syarat diversi, yaitu anak diancam dengan pidana

penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, serta Bukan merupakan
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pengulangan tindak pidana, tidak terpenuhi, maka perkara akan
dilimpahkan ke pengadilan, sehingga anak sebagai pelaku tindak
pidana kekerasan akan diproses di persidangan.

3. Dalam menjatuhi putusan, hakim harus mempertimbangkan
kondisi korban, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak
kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang
membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak, serta
penggunaan senjata tajam ketika anak melakukan tindak kekerasan.
Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak

sebagai pelaku tindak kekerasan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut :

1. Perkara anak sebisa mungkin dilakukan diversi. Penuntut umum
lebih jeli dan peka untuk meneliti perkara anak sehingga dapat
diusahakan untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut
umum sebaiknya tidak terpaku terpaku pada peraturan, harus dapat
mengkombinasi antara peraturan perundang-undangan dengan
kondisi nyata yang ada.

2. Penyidik dalam menyelesaiakan perkara pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak harus lebih teliti dan melihat hal-hal apa saja

yang dilakukan oleh anak tersebut dalam melakukan tindakan
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pidana apakah anak yang melakukan tindak pidana masih dapat di
diversi, atau dapat diupayakan untuk di diversi demi kepentingan
korban dan pelaku tindak pidana.

. Hakim harus dapat melihat dengan lebih jeli mengenai
pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan dan
masa depan anak tersebut. Sehingga dalam menjatuhi putusan,

anak sebagai pelaku tindak kekerasan tidak menjadi trauma.
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